
 
 
 
 
 

BUPATI PASURUAN 
 

PROVINSI JAWA TIMUR 
PERATURAN BUPATI PASURUAN 

 
NOMOR 68 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 

2015 TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBAGIAN 

DAN PENETAPAN BESARAN, PENGALOKASIAN, PENGELOLAAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PASURUAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PASURUAN, 
 

Menimbang     :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang 

Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan 

Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu 

menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 

13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata 

Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa ADD 

di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati; 

Mengingat       : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 

Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 2730); 

 



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

4.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang 

Nomor  15  Tahun 2019  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia  Tahun  2019  Nomor  183,  Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

6.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7.   Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 



11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

9.   Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

199); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 

120 Tahun 2018; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 165) sebagaimana telah di ubah beberapa kali 

dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 

2018 tentang Jaminan Kesehatan; 



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 

tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran 

Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan 

Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kabupaten 

Pasuruan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 

2017; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 2015 

TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA 

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN, PENGALOKASIAN, 

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA 

DESA DI KABUPATEN PASURUAN 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan 

Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana 

Desa di Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 diubah sebagai 

berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambah 11 (sebelas) angka setelah 

angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

17. Jaminan   Kesehatan   adalah   jaminan   berupa perlindungan    

kesehatan    agar    peserta    memperoleh manfaat   pemeliharaan   

kesehatan   dan   perlindungan dalam   memenuhi   kebutuhan   dasar   

kesehatan   yang diberikan  kepada  setiap  orang  yang  telah  

membayar Iuran    Jaminan    Kesehatan    atau    Iuran    Jaminan 

Kesehatannya   dibayar   oleh   pemerintah   pusat   atau pemerintah 

kabupaten. 



18. Peserta  adalah  kepala  desa  dan  perangkat  desa  yang telah 

membayar Iuran Jaminan Kesehatan. 

19. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah  

sejumlah  uang  yang  dibayarkan  secara  teratur oleh  Peserta,  Pemberi  

Kerja,  dan/atau  pemerintah  pusat atau   pemerintah    kabupaten/kota    

untuk    program Jaminan Kesehatan. 

20. Pemberi   Kerja   adalah   pemerintah   daerah   kabupaten. 

21. Perangkat    Daerah    adalah    perangkat    daerah    yang 

melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa 

atau urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah. 

22. Gaji  atau  Upah  adalah  hak  pekerja  yang  diterima  dan dinyatakan  

dalam  bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari Pemberi   Kerja   kepada   

pekerja   yang   ditetapkan   dan dibayar  menurut  suatu  perjanjian  

kerja,  kesepakatan, atau Peraturan Perundang-undangan, termasuk 

tunjangan   bagi   pekerja   dan keluarganya   atas   suatu pekerjaan 

dan/atau jasa yang telah atau dilakukan. 

23. Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  yang selanjutnya   

disingkat   BPJS   Kesehatan   adalah   badan hukum yang dibentuk 

untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 

24. Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  yang  selanjutnya disingkat  PPKD  

adalah kepala  Satuan  Kerja  Pengelola Keuangan     Daerah     atau     

disingkat     SKPKD     yang mempunyai  tugas  melaksanakan  

pengelolaan  APBD  dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

25. Bendahara  Umum  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat BUD   adalah   

PPKD   yang   bertindak   dalam   kapasitas sebagai Bendahara Umum 

Daerah.  

26. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten yang  

selanjutnya  disingkat  APBD  adalah rencana   keuangan   tahunan   

daerah   yang   ditetapkan dengan peraturan daerah. 

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat  

APBDes  adalah  rencana  keuangan  tahunan  desa yang ditetapkan 

dengan peraturan desa. 

28. Alokasi   Dana   Desa   yang   selanjutnya   disingkat   ADD adalah  dana  

yang  dialokasikan  bagi  desa  paling  sedikit 10%   (sepuluh   persen)   

dari   dana   perimbangan   yang diterima  Kabupaten/Kota  dalam  

APBD  setelah  dikurangi Dana Alokasi Khusus. 



2. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 2 (dua) BAB yaitu BAB VIIIA dan 

BAB VIIIB dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 9 (sembilan) pasal 

yaitu Pasal 12A sampai dengan Pasal 12I, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB VIIIA 

BESARAN IURAN  

Pasal 12A 

(1)  Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5 % (lima persen) 

dari Gaji atau Upah per bulan. 

(2)  Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibayar dengan ketentuan: 

a.  4 % (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 

b.  1 % (satu persen) dibayar oleh Peserta. 

(3)  Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar 

perhitungan besaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai jaminan 

kesehatan. 

(4)  Batas paling rendah Gaji atau upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi kepala desa dan 

perangkat desa yaitu sebesar upah minium kabupaten/kota. 

(5)   Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan upah minimum 

kabupaten/kota maka yang menjadi dasar penghitungan besaran Iuran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu sebesar upah minimum provinsi. 

BAB VIIIB 

PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PEMBAYARAN IURAN 

Bagian Kesatu 

Iuran oleh Pemberi Kerja 

Pasal 12B 

(1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran 

sebesar 4 % (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat 

(2) huruf a, dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah setiap 

bulan. 

 



(2)  Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan 

jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode 

rekening berkenaan. 

(3)  Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran luran sesuai data 

kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.  

Pasal 12C 

Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan penyetoran Iuran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B melalui rekening BPJS Kesehatan 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Iuran oleh Peserta 

Pasal 12D 

(1)  PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar l % (satu persen) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) huruf b dari Gaji atau Upah 

per bulan. 

(2)  Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan 

tetap kepala desa dan perangkat desa atau upah minimum kabupaten/kota 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3)  Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam 

APBDes yang bersumber dari ADD. 

Pasal 12E 

(1)  Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12D ayat (1) melalui 

pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-

masing desa. 

(2)  Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-

masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah 

rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan 

Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa. 



(3)  Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten 

dengan BPJS Kesehatan yang memuat: 

a.  rencana penerimaan ADD; dan 

b.  rencana anggaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa. 

(4)  Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang 

selanjutnya disampaikan kepada Bupati. 

Pasal 12F 

(1)  PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan 

berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD 

hak masing-masing desa. 

(2)  Penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

rekening BPJS Kesehatan. 

Pasal 12G 

(1)  Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12C dan Pasal 12F ayat (2) paling lambat tanggal 10 setiap 

bulan. 

(2)  Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari 

libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. 

(3)  Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan untuk lebih 

dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan 

BPJS Kesehatan. 

Pasal 12H 

Berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan BPJS Kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12E ayat (3), merupakan dokumen 

pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan 

yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban 

APBDes. 

 

 

 



Pasal 12I 

(1)  Dalam hal pemotongan Iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi 

pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Desa dapat menggunakan 

sumber lain dalam APBDes selain dana desa. 

(2)  Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan 

transfer lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Ketentuan mengenai pemotongan, penyetoran, dan Iuran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12D sampai dengan Pasal 12H berlaku secara 

mutatis mutandis terhadap pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran 

yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

 
Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 1 Desember 2020 
BUPATI PASURUAN, 
 
 
          Ttd. 

M. IRSYAD YUSUF 

 
 
 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 1 Desember 2020 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 
 
          Ttd. 
 
ANANG SAIFUL WIJAYA 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 68 
 
 
 
 
 

TELAH DITELITI 
Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah   

Asisten PKR   

Kepala Dinas   

Kabag. Hukum   

Sekretaris Dinas   

Kabid.   


